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BUPATI OGAN KOMERING U L U  T I M U R  

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
NOMOR I TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
NOMOR 85 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN, PELAKSANAAN 

DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat ( 1 )  Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah 
diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014  tentang Dana Desa Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara, 
Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; 

Menimbang 

Mengingat 

b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu diatur dan 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2 .  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 152 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4347 ) ;  

3 .  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 014  Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015  Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara ( Republik Indonesia Nomor 5679); 



- 2 ­  

5. Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239); 

6 .  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 
123,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 1  Tahun 2019  ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor 
4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
632 1 ) ;  

7 .  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014  tentang Dana Desa 
Yang Bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 168,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ,  
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016  tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5864 ) ;  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19  ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322 ) ;  

9 .  Peraturan Presiden Nomor 1 1 3  Tahun 2020 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266 ) ;  10 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 1  Tahun 20 14  tentang 
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 2 0 9 1 ) ;  

1 1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 4  Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 2094); 

12 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015  tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 15  Nornor 2036 ) ;  

1 3 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2 0 1 6  tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1037) ;  

14 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018  ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia ( Tahun 2018  Nomor 6 11 ) ;  



15 .  Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di Desa 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

16 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang 
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496) ;  

17 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang 
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1 6 4 1 ) ;  

18 .  Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembagunan 
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
Nomor : 140-8698 Tahun 20 17 ,  Nomor : 954/KMK.07 / 2 0 1 7 ,  
Nomor : 1 1 6  Tahun 2017 ,  Nomor : 0 1 /SKB /M .PPN / 12/2017  
tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  ten tang 
Desa; 

19 .  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2 0 1 5  ten tang Pedoman 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 
Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2 0 1 5  Nomor 158);  

20 .  Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015  tentang Pedoman Tata Tertib 

dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5  Nomor 159 ) ;  

2 1 .  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 ten tang Pelatihan 
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6  
Nomor 787); 

22 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 1  /PMK.07/2019 
tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi 
Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019  Nomor 530 ) ;  

23 .  Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035) ;  

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2 0 1 9  tentang Pedoman Umum 
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 9  Nomor 1569 ) ;  

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 2 1  Tahun 2020 tentang Pedoman Umum 
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); / 
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Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu 
Timur Nomor 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, 
Pelaksanaan dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur Tahun 2020 Nomor 85), diubah sebagai berikut : 

1 .  Ketentuan Pasal l diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 13 

( 1 )  Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD, 
setelah bupati/wali kota menyampaikan persyaratan 
penyaluran termasuk berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi 
kumulatif sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa dan Rekening 
Kas Umum Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai pengelolaan Dana Desa. 

2. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu 
Pasal 25A yang berbunyi sebagai berikut :  

Pasal 25A 

( 1 )  Dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) dan dampaknya, Dana Desa ditentukan 
penggunaannya (earmarked) di setiap Desa, termasuk tetapi 
tidak terbatas pada : 
a. Bantuan Langsung Tonai Desa; dan 
b. Pendanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus 

Disease 2 0 1 9  (COVID-19) yang merupakan kewenangan 
Desa. 

(2) Pendanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus 
Disease 2019  (COVID-19) di seluruh Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b, ditetapkan paling sedikit 8% 

(delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, di luar dan 
tidak termasuk pendanaan untuk Bantuan Langsung Tonai 
Desa. 

(3) Penanganan pandemi Corona Virus Disease 201 9  (COVID-19) 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) ,  dilakukan melalui pos 

komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2 0 1 9  

(COVID-19) di tingkat Desa atau pos jaga di Desa. 

(4) Pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2 0 1 9  

(COVID-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3 ) ,  memiliki fungsi : 
a. pencegahan; 

b .  penanganan; 

c .  pembinaan; dan 
d. pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus 

Disease 2 0 1 9  (COVID-19) di tingkat Desa. 

pada ketentuan ( 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Rincian kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 
2 0 1 9  (COVID-19) termasuk pelaksanaan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa yang 

dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), berpedoman 



- 6 ­  (6) Kepala Desa melakukan penyesuaian penggunaan Dana Desa atas kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2 0 1 9  (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan. (7) Gubernur dan bupati/wali kota penerima Dana Desa mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2 0 1 9  ( C O V I D - 1 9 )  yang didanai dari Dana Desa. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 
Ditetapkan di Martapura 

\ 
pada tanggal 3 MO.H� 2 0 2 1  BUPATI OGAN K ERING ULU TIMUR 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal 4 o0fut 2021 

0 SEKRETARIS DAERAH R,/ r- KABUPATEN OGAN KOMERING ULU T!MU:r- 

BERITA DAERA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR ) 


